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1.1, [Latar Belakang.

Potensi sumber daya panas bumi Indonesia pada tahun 2003 berjumlah; 27.189
Mwe, namun; pemaniiaatannya baru mencapal 2%, (807 Mw) dari petensi sumber
daya dan cadangan tersebut yang dimanfiaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik;

Panas bumi termasuk energi terbarukan yange| bersih lingkungan sehingga
peranannya peru ditingkatkan khususnya untuk mensubstitusi pemakaian energi
fosil;

Energi panas bumi yang terdapat di Indenesia beragami sehingga sangat cocok
Untuk dimanfaatkani sebagail sumber energii primer pembangkit tenaga listrik
maupun Untuk pemaniiaatan langsung dalamiindustii pertanian: dan: pamwisatas;

Potensi sumber daya Panas bumi pada umumnya terdapat di jalur volkanik yang
prasarananya masin teratas. Selaini it energir panas bumil tidak dapat diekspor:
sehingga pemanfaatannya difekuskan untuk memenuhi kebutuhan ENergi setempat;

Pemanifiaatan; energi panas: bumi akan berdampak: poesitiii pada pengembangan
ekenomi;, khususnya daerah setempart;

Undang-undang Nemer 44 Tahun 1960, Undang-undang Nomoer: 8 Tahun 1971,
undang-undang Nemor 15 Tahun 1985, tentang Ketenagalistrikan, Keppres No.
22/1981, Keppres No. 45/1991, Keppres No. 49/1901, KMK NO. 766/KMK.04/1992,
membernkan daya tark pengusahaan panasbumi dengamn komitmen pengembangan
sampai dengan; 3000 Mw;




1.1, Latar Belakang (Lanjutan)).

Keppres Nemor 37/1997, Keppres Nomor 39/1997, Keppres Nomor 5/1998 yang
menunda dan mengkayil kembali beberapa proyek Pamas bhumi, sehingga hanya 807
Mw yang| dapat direalisasikan;

Keppres Nomoer 76/2000 tidak lberhasilimenarik investasi baru;

Undang undang Nemor 27/2003 tentang| Panas Bumi memberikan kepastian hukum
dalanm menderong| investasi bar pengembangan panas bumi;

UU No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan merupakan produk restrukturisasi
bidang Tienaga Listrik memberi kesempatan pengembangan pembangkit tenaga
listrik- danii sumber eneral baru terbarukan setempat difwilayah kempetisi damn nen
kompetisi pada o/ grid dan o grid;

Dengan mempertimbangkan Undane Undang Nemoer 27/2008 tentang pamnas; bumi,
Undang Undang Nemoer 20/2002 tentangl ketenagalistiikan: dan pelaksanaan
restruktuiisasii sektor energitlamnya maka perlu disusun pedoman dan; pola tetap
pengembangan dan pemaniaatan energiipanas bumilsebagail suatl peta-perjalanan
(‘read-map?) implementasi kebijakan restrukturisasi kegiatan usaha panas bumi.

Readmap pengembangan pengusahaan Panas bumi, sesual dengan amanat Undang
Undang| 27/2003f tentang panas bumi, menjadi' acuan dalam penyusunan peraturan-
peraturan pelaksanaan sehingga keglatan Usaha panas; bumi mempunyai landasan
hukum yang Jelas, transparan, dapat dilaksanakan dan mampu menarik investasi.




1.2. POLA PIKIR PENGEMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

PENGUSAHAAN
PANAS BUMI YANG
MASIH RENDAH

—»

UUD 1945, UU 20/2002, UU 27/2003

\

REGULASI
* Blue Print;
RS
* Keppres;
* Perda;

* Kepmen;

* Semua ketentuan
dan peraturan
perundang-undangan
yang mendasari
pengusahaan dan
kontrak yang sedang
berjalan tetap
dihormati.

KONDISI BISNIS

+ Kepastian hukum;
* Program insentif;
+ Bankable;

+ Kebijakan
perpajakan yang
mendukung;

+ Jaminan
Pembayaran;

* Pengusahaan Panas
Bumi & Kontrak yang
sudah ada tetap
dihormati.

SDM / TEKNOLOGI

« Kompetensi SDM
Pusat dan Daerah;

* Road map Riset dan
teknologi;

» Lembaga
pendidikan Panas
bumi;

* Prasarana
laboratorium
terakreditasi;

+ Pusat data dan
informasi Panas bumi.

¢

PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS

OTONOMI DAERAH — PERSAINGAN INVESTASI GLOBAL — KOMPETENSI
SDM - PENGUASAAN TEKNOLOGI - KETERBATASAN DANA INVESTASI
DALAM NEGERI — POTENSI KRISIS TENAGA LISTRIK/INFRASTRUKTUR

DAN ENERGI

INDUSTRI PANAS BUMI
YANG DIINGINKAN
PADA TAHUN 2020

* MENUNJANG PEM-
BANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN;

MEMBERI NILAI
TAMBAH SECARA
KESELURUHAN;

MENINGKATKAN
PENDAPATAN
NEGARA DAN
MASYARAKAT;

PEMANFAATAN
UNTUK TENAGA
LISTRIK SEBESAR
6000 Mw;

BERKEMBANGNYA
PEMANFAATAN
LANGSUNG UNTUK
AGRIBISNIS,
PARIWISATA, DLL.




1.3. Kondisi Saat Ini

1.3.1 Potensi Panas; Bumi :

Potensi sumber daya panas bumi Indonesia diperkiakan sebesar 14. 244 Viwe
(Spekulatiir9.530 Mwe: dan hipotetis 4. 714 Viwe) dan cadangan: dipelkirakan: setara
dengan 12.945 Vwe (terduga 9.912 Mwe, mungkin 728 Mwe, terbukiti 2.305
MWe)s;

Cadangan Panas bumi saat ini berpotens! menghasilkan kapasitas terpasang listrik
sehesar 3000 Viw, namun: yang dimaniaatkan uniuk pembangkitan tenaga listrik
paru’ selbesar 807 Mw.

[Lapangan panas; bumi yane| sudahr dilakukan kegiatamn: baik untuk eksplorasi,
produksi tenagal listik maupun yane| dalan tahap pengembangan berjumiah 70
lapangan. Darfjumlahrtersebut, 60 lapangan telah dilakukan survey: eksplerasi dan
15 diantaranya telah menjadi WKP: Pertamina (2002) untuk dikembangkan eleh
Pertamina sesuall dengan Kepmen ESDV No. 667/2002. :

WKP yang masih dilanjutkan untuk dikembangkan: elehr Pertaminas:

> Slihayak-Sinabung, Sibual-buall (termasuk: Sipirek; Sarulla; Silangkitang dan
Namera I Langit), SungairPenuh;, Tambhang Sawah — Hulu Lais, Lumut
Balar, Waypanas (termasuk Ulu Belu),, Cikbeureum — Parabaktl (G.Salak),
Pangalengan (termasuk Patuha, Wayane Winduj, Civunr);, Kamejang
(termasuk Darajat), Karaha —Cakrabuana (termasuk Tielaga Bodas), Dieng,
lyang-Argepure, Tabamnan (termasuk Bedugul), Lahendong (termasuk
Toempase), Kotamobagu,




1.3. Kondisi Saat Ini (Lanjutan)

18 ' WKP yvang dikembalikan kepada Pemerintah tetapi telah dilakukan
eksplorasi eleh; Pertamina:

> P.\Wehi(Sabang), Rantau Dadap, Seulawah, Pusuk:Bukit, Sorik Merapl,
Muaralaboeh,, Kernncl/Lempur, Suoeh- Seklncau G. Rajabasa Kaldera Banten
(termasuk Batu Kuwung, Citaman, - G. Karang) Ciselok-Cisukarame,
GI.TarE)gkuban Perahu, G.Ciremal, Ungaran, Telomoyo, Naebel-Wilis, ljen,
Ulumnu

Lapangan lainiyang varu tanajp ekplorasi awall dan: dalam inventory olen
Pertaming, pada saatini telan; dikembalikan kepada Pemerntan:

> G.Geureudong, G.Kembar, Simbelen-Namggolan, G.Talang, Sungal
Tienang, Sungal Betung, G.Kaca, Al Dikit, Marga Bayur, Bukit Daun, Ratar,
G.Endut, G.Gede — Pangrango, Mangunan, G.Slamet, Hu'l' — Daha,
Sukeria-Mutukasa, llirMuda, Okas Larantuka, lli- Labaleken, Bena —
Maltalloko, Mengeheba, Bora, Bittiang, Laimea, Tenga \Wayana, Tulehu,
Jailole.

[Lapangan: pamnas; bumi yange| siap dii eksplorasi tambahan dan dipreses lelang dan
potensiall untuk ditsahakan sebagaillapangan preduksi adalah:

> P\Wehi (Sabang), Rantau Dadap, Seulawah, Pusuk:Bukit, Serik Merapr,
Muaralalheh, Kernci/Lempur, Such-Sekincau, G.Rajabasa, Kaldera Banten
(termasuk Batul Kuwung, Citaman, - G.Karang), Ciselok-Cisukarame,
GI.TarE)gkuban Perahu;, G.Ciremal, Ungaran, Telemoyo, Ngebel-Wilis;, Ijen,
Ulumiou.




1.3. Kondisi Saat Ini -Lanjutarn

1.3.2 Pemanfaatan Tidak Langsung Pamnas Bumil (untuk: Listrik) :

[Lapangan panas bumiyeang berpreduksi/pengembangan saat iniladalah lapangan yamng
dieperasikan Pertamina lhaik sendintmaupun melalur Kerjasama Operasi dalamf hentuk
Kontrak Operasi Bersama (KOB) yang mengacu kepada Keppres 45/1991. damn 49/1991
dengan kapasitas terpasanel masing-masing untuk: PLIR Kamoejang (140 VW), PLIRP Darajat
(145 MWD, PLTTRPAWayang Windur (120r VYWD PLTR G Salaks (330 VIV, PL TP Diengl (60 MW,
BLTP Lahendonal (20 VW), dan Menohklek G. Sikhayak: (2 MW), tetal sehesar 807 MM/

Pengemhbangan kapasitas tenpasang sesuail dengan kemitmen dalam kentrak adalah selesar
3000 MW namun: belumrherjalan; karena terhambat elehrKeppres 39/1997 yang menunda;
dan mengkajirtkembalitbeberapa proyek listik swasta serta, masih diperlukannya renegesiasi
untuk realisasi Keppres: 15/2002;

Belum ada lapangan: panasbumi yang dikembangkan setelah diterbitkannya Keppres
76/2000;

Penerimaan negara daripengusaiaan panashumibaru dipereleh dam PR Kamejang, PLITR
G. Salak dan PLTPR Darajat.

1.3, 3 Pemanfaatan LangsunglPanas; Bumir:

Belun ada data pemanfaatan langsung yamngel tertata dengans laaiks;

Pemanfiaatan langsung lebihrhanyak untuk kepentingan: pamwisata yang dikelela daerah
masing-masings

Penelitian pemanfaatan langsung untuk pembibitan jamur telah dilakukan BRRT lhekerjasama
dengan Pertamina di' lapangan Kamejang pada tahun 1999 —2000.




1.3. Kondisi Saat Ini -Lanjutan

1.3.4 Iklim Investasi:

Struktur biaya penyediaanilistrik baik darsumler energl fosil tidak memperhitungkan unsur
piaya eksternal misalnya lingkungan dan depletion premiun;

Harga listrik belum mencerminkan harga keekenomiannya;
Belum ada kepastian:harga jual uap ataurlistrik pada tahap selhelum) eksplorasi'dan eksploitasi;

Insentili yang diberkan antara lain berupa penundaanPRN yang berlaku sampai tahun 2000
dani saat ini sudah tidaksherlakuilagi, Belum ada hentuk: lnsentif laim untuk pengusahnaans panas
bumi yangl diberkan oleh pemerintahrpusat dan daerah setelah talting 2000;

Penermaan; negara sebesar 34%, yang berlaku pada pengusaliaan panas bumi dapat
meningkatkan tingkat pengembalian modal pada hanga terjangkau eleh PLNFkarena adanya
kepastian ketentuan perpajakan dalam perhitungan keekenomian preyek;

UU Panas Bumi membernkan peluang untuk dapat mempereleh fiasilitas perpajakan sesual
pPeraturan perundangan yang beraku untuk memenuhitkeekenemian proyek pada harga yang
terjangkaul elehrkensumen. Haltini peru’ diantisipasi segera elenrPemerintai agar dapai
membernkan; peltiang meningkatkan tingkat pengembalian modal pada Investor;

Tiengganglwaktu masa, kontrak panashumi saat ini berlaku selamas 30/ tahun) sejak saat eperasi
komersial;

|UR sesuaidengamn UU 27/2003, menentukan masa berlakurselama 30 tahun terhitungrdari
sejak jangka wakiul eksplorasi berakhlr yang masih mengandung resikerjangka wakitu
PENgUSahaan karena peritungan keekonomianidimulai sejak listrik dioperasikan kemersial
sedangkan pengembangan panastbumi dilakukan: secara bertahap. Untuk itul perlu diperjelas
dalam peraturan pemerntah;

Investor menginginkan kejelasan dan kepastian hukum atas dinormatinya kontrak
pengusahaan panasbhumilyang| sedang berjalan daniadanya kepastian: jaminan; pemiayaran
dankonsumen untuk pengusahaan; panas bumi yang baru.




1.3. Kendisi Saat Ini -Lanjutan

1.3.5 Peraturan Perundang-undangan :

Berdasarkan UU Ne. 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diukbahrmenjadi UUINoe. 18 lahun
2000 tentang Pajak Pertambalian; Nilar Barang daniJasa dan; Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, peraturan perpajakan (Penerimaan; negara) terhiadap pengusahaan panas bumi
tidak Iagl mengacurkepada Keppres: Ne. 49/1901, sehingga jumlahrkewajilban; pengusaha
yang dibayarkan kepada pemerintaih menjadi lebify besar dari sebelumnyas;

UU Ne. 44 Prp Tahun 1960, UUINoe. 8/1971, UU No. 15/1985, Keppres 22/1981, Keppres
45/1991 danrKeppres 49/1991 tentang pengusahaan panashumituntuk tenaga listrik
digunakani selagal landasani kegiatan usaha panasbhumiyang sedang berjalan;

Keppres, 76/2000 tentangl pengusahaan sumberdaya panashumi untuk pembangkitan
tenaga listrk;

UU Ne: 41 Jiahun; 2000 tentang Kehutanan tidak memperhelehkan: kegiatan penambamngan
secara terbuka difwilayah-hutan lindung;

Peraturan Pemernntah Ne. 144 Talhun 2000 tentangl Jenis Barang dan Jasa yang| lidak
Dikenakan: Pajak  Pertamioahan; Nilai (PRN);




1.3. Kendisi Saat Ini -Lanjutan

1.3.5 Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan PemerntahiNe. 46 Tiahun 2003 tentangl perubahan kedua atas PP No. 12/2001
tentang Impoi; dan atau penyerahan barang kena'pajak tertentu yang| bersiiat strategis
yang dilkkehaskan dar pengenaan pajak pertambanannilar;

Penyediaan tenaga listrk danpanas bumi sepenulinya mengact kepada UU Nemer 20/2002
tentang ketenagalistrikan;

UU Ne. 22/2001 tentang migas dam Peraturan PemerintahNo. 3d tahun 2008 tentang
pengalinan bentuk Pertamina menjadi perusahaan Perseroan;

Belumi ada peraturan pelaksanaan daiit Undang Undangr 20/2002 antara lain tentang 1URL
(I Usaha Penyediaan Tienagas Listrk) dan 1O (1jin Operasi) damnrharga jual tenaga listriks;

Belum ada peraturan pelaksanaan darl Undang Undang 27/2003;

Kepmen Ne. 667K/11/MEM/2002 tentang Pentgasan Kepada DIGSV dan DILRE Dalam
Pengusahaan Pamnas Bumi Untuk Pembangkitan Tienagar Listrik:




STATUS PENGUSAHAAN DAN KONTRAK PANAS BUMI

5 DIENG 1994 60 220
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1.4. Lingkungan Strategis

Dengan adanya UUINO. 22 Tiahun 1999, PR Ne. 25 Tahun 2000, daerah mempunyail fungsi
dan kewenangan dif sektor ketenagalistrikan: dalamhal: (&) Perumusan; kebijakan dan
pembinaan; (1) Pengaturan dan Pengawasam; (¢) Perzinan; (d)rPengembangan listrik
pedesaan dani penetapan; subsidr;

UU No. 20/2002 tentang ketenagalistiikan mengamanatkan: restrukturisasi sektor
ketenagalistrikan; (&) pengutaniaan energr setempat dan energi terbarukan (1)
penyusunan RUKN yang dilandasiieleh RUKD: (€) memungkinkan: tarif regionall (d) adanya
kewenangan daerah untuk mengeluarkan IURL;

Adanya tekananglebal mengenai ist lingktingan antara lain: penerapan Ayoro) Protoco)
dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan energitlvarul dan terbarukan dan
sejalan dengan: pemberakuan: hatasan emisi yang semakin ketat.

Daya tarik investasi dif negara-negara lain lebilmenarik.

Dorengani glebal untuk menerapkan mekanisme pasar (pencabutan subsidil BBV dan
listrik).




1.5. ldentifikasi Permasalahan

1.5.1. Kekuatan:
« Potensi sumber daya panas bumi Indonesia diperkirakan setara dengan 27.189 Mwe;

Sumber daya panas bumi merupakan sumber energi terbarukan sehingga pemanfaatannya bisa
berkelanjutan;

Energi panas bumi berpeluang untuk mendapatkan dana karbon kredit;
Dukungan UU No. 20/2002, UU No. 27/2003 dan PP No. 31 tahun 2003;

Pengusahaan panas bumi bukan termasuk kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka,
sehingga memungkinkan pengusahaan di kawasan hutan lindung;

Lokasi potensi panas bumi dapat dikembangkan menjadi daerah wisata;
Kegiatan pemanfaatan panas bumi sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan;
Pengembangan panas bumi bisa dilakukan secara bertahap unit demi unit.

1.5.2. Kelemahan:

Saat ini harga listrik panas bumi relatif belum kompetitif dibandingkan dengan harga listrik dari energi
lainnya karena harga listrik energi lainnya belum memperhitungkan tambahan biaya eksternal (biaya
lingkungan, depletion premium, dan lainnya);

Pada umumnya potensi panas bumi di daerah yang mempunyai keterbatasan infrastruktur di daerah;

Belum adanya peraturan pelaksanaan dari UU No. 20/2002 dan UU No. 27/2003, sehingga belum ada
kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pengelolaan panas bumi serta
menimbulkan kekhawatiran masih terjadinya monopoli;

Panas Bumi bersifat site specific sehingga pemanfaatannya setempat, tidak dapat diperjualbelikan sebagai
komoditas sebelum dikonversikan menjadi energi listrik;

Pengusahaan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik harus memperhatikan resiko tinggi dari
eksplorasi dan eksploitasi.




1.5. ldentifikasi Permasalahan - Lanjutan

1.5.3. Peluang:

Pemanfaatan panasbumi dapat mengurangi devisa dari pemanfaatan energi fosil khususnya BBM yang dapat meningkatkan
ketahanan dalam negri.

Adanya krisis listrik dan pertumbuhan permintaan listrik di sekitar daerah yang mempunyai potensi panas bumi;
Masih besarnya ketergantungan terhadap BBM yang menyebabkan masalah keamanan pasokan energi nasional;

Pertumbuhan kebutuhan sektor agro bisnis dan wisata yang menjadi perhatian Indonesia menjadi peluang bagi panas bumi
untuk bisa mengupayakan pemanfaatan langsung panasbumi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan agro-bisnis
dan wisata sesuai dengan kondisi setempat;

Komitmen dunia sesuai dengan Kyoto Protokol untuk mengurangi emisi CO2 dapat dimanfaatkan pembangkit listrik tenaga
panas bumi untuk mengurangi emisi yang signifikan hingga tahun 2020.

Kompetensi SDM dan kemampuan teknologi nasional selama lebih dari 25 tahun pengembangan panas bumi dapat menjadi
modal dalam pemanfaatan panas bumi di Indonesia.

Potensi panasbumi Indonesia yang merupakan yang terbesar di dunia dapat dijadikan sebagai peluang menjadikan Indonesia
sebagai center of excellent di bidang panas bumi yang dapat menjadi pusat perhatian bagi investasi, SDM dan teknologi.

Penerapan otonomi daerah melalui UU NO. 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun
perencaan dan kebijakan energi daerah;

UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi peluang kepada daerah untuk menentukan sistim
ketenagalistrikannya pada wilayah non-kompetisi off grid;

Amanat UU No. 20/2002 untuk memprioritaskan pemanfaatan energi setempat dan terbarukan;

Tekanan global mengenai lingkungan hidup mendorong pengembangan pemakaian energi baru dan terbarukan termasuk
panas bumi melalui rangsangan insentif;

Dengan adanya kepastian hukum dapat mengembalikan kepercayaan investor;




1.5. ldentifiikasi Permasalahan - Lanjutan

1.5.4. Ancaman:

'kridak adanya perlakuan khusus pada pengusahaan panasbumi untuk masuk dalam wilayah
ompetisi;

Penerapan pajak berdasarkan UU No. 11 Tahun 1994 pelaksanaan khusus tidak berlaku lagi
sebagaimana diatur pada Keppres No. 76 Tahun 2000;

Belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, khususnya di daerah;

Investasi di industri panasbumi kurang diminati karena tingkat pengembalian modal yang
rendah dan tidak pasti;

Pola pengusahaan panasbumi yang belum bankable;

Kemungkinan munculnya peraturan-peraturan daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan
panasbumi;

Kesulitan untuk mewujudkan tarif listrik yang menarik bagi pengembangan panasbumi.

Pengembangan energi panasbumi adalah bisnis yang sarat akan dana, dengan pengeluaran
terbesar dilakukan sebelum pembangkit berproduksi;

Risiko terbesar dalam panasbumi adalah pembuktian akan ada atau tidaknya suatu reservoir
aktif, dan langkah ini membutuhkan kegiatan pengeboran dan pengetesan sumur yang
ekstensif untuk mengidentifikasi area yang produktif dari lapangan tersebut;

Resiko lain adalah kepastian pemanfaatan panasbumi setelah cadangannya ditemukan.




1.5. ldentifikasi Permasalahan -Larjutan

1.5.4. Ancaman:

Resike besar daril proyek panasbumi yang laini adalah faktor resike suatul Negara, yangl menyangkut,
keadaan institusionall legal, kebijakan, politik dan  masalahl perekenenmian.

Pengusahaan panashumi untuk listrik: sebagai satu paket masih belumjelas diatur dalami PR atau Keppres.

Tax incentive dimungkinkan; tetapi akan mendapat tantangan yamng luas darn sektor perpajakan dan;ini
memerlukan upaya yang khusus dari departemen: teknis.

Teknolegl dan kemapuan memelihara existing geothermal projects; yangl ada agar dapat berkelanjutan

Banyaknya infirastiuktur yangel tidak tersedia didaerah terpencil disekitar prespek panasbumi yang
memungkinkan dikembangkan.

Belum adanya kebijakan yang menghargal green energl dalam pemaniiaatan energiidi' Indenesia

Keinginnan nasionalfuntuk memaniaatkan SOV dan kemampuan tekneloginasienal yang membutuhkan
upaya peningkatan; kempetensi yang berkesinambungan.

Tidak adanya kebijakan harga energi untuk menempatkan| persaiangan harga secara proporsional diantara
sumber. energi primer Indenesia.




1.6. Arah dan Kecenderungan.

Dihapuskannya subsidi harga BBM dan DL secara bertahap untuk mencapailharga BBV
dani TDL yang sesuai harga pasar sepenuhnyas;

Kecenderungani diversifikasii pemakaian energi mengarah ke energi listrik sehingga
pertumbuhan permintaantlistrik pada tahun-tahun mendatang akan meningkat;

Peningkatani rasio elektrifikasi daril 52 persen; pada tahun 2002 menjadii 90 persen pada
tahun 2020, membutulikan'tambahan daya terpasang yamng lebil besar;

Perencanaan dam kebijakan energir daerah mengarah kepada pemaniaatan poetensi energi
baru| dan terbarukan yang tersedia;

Pengurangan pemakaian BBM untuk pembangkitan tenaga listrik:.;
Pola pengusahaan: panashumi melalui'kemitraan dengan perusahaan daerah;
Pemaniiaatan teknelogi bersih lingkungan;

Kebutuhan pemanfaatan data base dalamipengusaiiaan; dani pemaniaatan pamnasbumiyang
mudah diakses;

Pola investasi yang memakail dana dari dalam negeri, dengan; sistin pendanaan; equity’ atau
project financing, payment security: antara lain melalui asuransi, power boends;

Perlunya pembentukan suatu badan yang berfungsi' sebagal pembina dan pengawas
pelaksanaan apabila’ pengusahaan panaskhumil stidah berkembang;

Ada mekanisme penyelesaian perselisinan secara win-win; selution.




1.7. Kebijakan Yang Berlaku
(Untuk Pengusahaan dan Kentrak Yang Sedang Berjalan)

Pengembangan panaskhiumiimengacu kepada KUBE, namun pelaksanaannya tidak
konsisten;

Membernkan, kemudahan melalui fasilitas; perpajakan; kiusus;

Pengusahiaan pamnashumi berdasarkan kuasa usaha pertambangan (KP) pada Pertaming
dan dilakukan sendif ataurbermitra dengan pola KOB;

Pola pengusahaan dapat dilakukan dengan sistem; “liotal Preject?;
Penjualan panasbumi bisa dalam bentuk uap (SSC) atau tenaga listrik (ESC);

Belasi hea masuk untuk peralatan yang digunakan untuk menunjang operas
PEnguUsahaan panashumis

Pembinaan dan pengawasan: dilakukan: elehrPertamings




2.1. Visi dan Misi

Sumier daya panas bumitmenjadi energi pilihan diantara aneka ragam: SUmbes Energl
nasional yang tersedia untuk mendukung pembangunan nasionallyang berkelanjutan.

Mengatur petensi sumber daya pamnasibumi lindenesia yang sangat lhesar cadangan dan
manfaatnya sebagal sumber daya alam yang| terbarukan dan ramah lingkungan dan
mengoeptimalkanikemampuannya untuk member nilal tambah guna mendukung realisasi
kesejahteraan rakyat Indenesia.

Mendukung upaya-upaye pemaniaatian panashumi sehesar 6000 VW pada
tahun 2020.

Mempersiapkan sumber daya pendukungl sepert pendanaan, teknelogr, dan
sUmber daya manusia;

Menjadikan Indenesia sehagal pusat pengembangan: panashumi.




2.2. Sasaran

Peningkatan pemakaian; panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, peran; panas bumi dalam Energy Mix nasional akan
meningkat sekurang-kurangnya 3%, pada tahun 2020, sehingga kapasitas terpasang dapat mencapai 6,0 Gw;

Peningkatan pemanfaatan langsung panasbumi untuk menunjang sektor agro bisnis, dan wisata termasuk mempergunakan
hasil sampingan daril pemanifiaatan tidak langsung;

Peningkatan kemampuan: kelembagaan: dalam penyelenggaraan; pengusahaan panashumi

Masuknya investasi baru dalam| pengusahaan panas bumitbaik dar dalam maupun dariluar neger untuk memenuhi
rencana pengembangan kapasitas PLIP, setidak-tidaknya mencapail US $ 6 miliar pada tahun 2020j;

Optimalisasii upaya untuk mendapatkan insentif bagi pengembangan panasbumilantara lain penggunaan dana COM, dan
fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakus

Pengurangan emisii CO2 darii pembangkit listrik sehingga pada tahun 2020 setidak-tidaknya terjadi pengurangan emisi
sebesar setara 50 Juta Ton ;

Peningkatan kompetensii dan pemberdayaan; SDMV serta kemampuaniteknologi nasional serta pemanfaatani barang dan jasa
nasional dalamiupaya untuk mencapal kemandirian

Jlersedianya perangkat regulasi termasuk didalamnya pemberian insentiii untuk pengembangan dan pengusahaan
panasbumi sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Zemasﬁiar_l pahwa proyek- proyek yang sedang berjalan tetap dihermati sesuaildengan esensi kontrak yang| sudah
isepakat.

Peningkatan: iklim investasi di bidang panasbumi yang lebihkendusiis;




2004

RENCANA PENGEMBANGAN PANAS BUMI S/D 2020

807 MW
(produksi)

2012

2016

KEN

“Energi terbarukan 5%
dari Energy-Mix”

2020

2000 MW P | 3442 MW

1193 MW WKP

yang ada

4600 MW

1442 MW WKP

yang ada WKP yang ada

1158 MW

+ WKP baru

6000 MW
(target)

1400 MW
WKP baru




2.3. Strategi Pengembangan.

Venyediakan peta kebutuhan energl dan peta petensi panasbumi pada setiap daerah.
Meningkatkan peran’ panasbumildalam: energi mix yang tertuang; dalam RUKD

Vienetapkan kelemlbagaanrdisetiap daerah dengan memaniaatkan kelemiagaan;yang sudahiada dan
melakukan program pemberdayaan.

Melakukan; survey: pendahuluan: damn meningkatkan; kegiatan: eksplerasiteleh pemerintah untuk mendata
potensi dam penyiapan wilayah kerja Panas Bumik

Penyediaan sistem infermasi manajemen: panasbumi dif Indenesia yang terintegrasi antara pusat dan
daerah;

Vienyederiianakan dan mengeifisienkan preses perijinan, baik ditingkat pusat maupun daerah, untuk
meningkatkan efisiensi' proyek.

Menciptakan iklim: usaha yangl kendusiit antara lamn melalui kensistensi rejim; fiskal dan’ peraturan-
peraturan; yang| terkait serta menghormati kentrak-kontrak yang sedang berjalan sesual dengan aturan-
peraturan yang melandasinya.

Menciptakan daya saing pengusahaan panas bumi dengan mendoreng kensistensi pelaksanaan
penghapusan subsidi BBM dan listrik, masuknya biaya lingkungan (CDWM, depletion premium, dil) dan
melalui pemberian paket insentifi bila diperlukan.

Meningkatkan penguasaan teknologi untuk eksplorasi, eksploitasi, produksi dan pemanfaatan.




2.3. Strategi Pengembangan. (Lanjutan)

Membangun kerjasama industri dengan Perguruan; Tinggi dan lembaga Lithang untuk
meningkatkan kempetensi dan pemberdayaan serta program sertifikasi kempetensi: SDMV;

Mengeptimalkan'preses kegiatan usahia eksplorasi, eksploitasi sampail dengan
pPEManiaatannya untuk tenaga listik dengan mensinergikan pelaksanaan ketentuan dalam
Undang-Undang Ne. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistiikan: dan Undang-Undang Ne. 27
Tahun 2003 tentang Panas Bumik

Menegaskan kelberadaan proyek=proyek panasbumiyang sedang berjalan untuk tetap
dihermati sesuai dengan kentrak yang sudah disepakati.

Pemenntah; dani pemerintahrdaerah membantu’ pelaksanaan program; infrastruktur yang
dibutuhkan untuk pengenmidangan panas pumr;

Mendereng pemaniiaatan barang dan jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun
dalan negeri secara transparan dan bersang;

Meningkatkan pemaniaatan langsung panas bumittntuk kegiatan usaha antara laim
agrehisnis; dan pariwisataj;

Viengembangkan pengusanaan pamnas; humirtntuk pemanifaatanilangsungl seldagal kegiatan
usaha kemplementer pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik;

Merumuskan tata cara dan syarat-syarat mengenai penawaran, prosedur, penyiapan
dokumen; lelang|dan pelaksanaan lelang yang jelas, menarik dan; dapat dilaksanakan untuk
menawarkan Wilayah Kerja (WK)r kepada Badan; Usaha;




3.1. Langkah Kebijakan Umum

Menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan UUPanas Bumi
yange| dapat dilaksanakan, jelasidan dapat menank investasi
dengan melibatkan stakehelder (Pulblic Hearmnng);

Menyamakan! PerSepsii tentane| strategll pengemvangan;

Mendoerene| pemaniaatan haramng dan jasas serta kemampuan
rekayasa dan ramncang bangun: dalam negeri secara transparan
dan|bersaing;

Menunjuk badan Independen atauliembaga pemenntan;yang
PEMVEnang dalam: penyelesaiani perselisinan;yang terjadi antara
para pelaku;




3.2. Langkah Kebijakan Pengusahaan Panas Bumi

Menyusun pedoman dan pela tetap untuk pengembangan pengusahaan panasbumi yang berkesinambungan dari
2004 s.d. 2020, sebagai kebijakan pelaksanaan teknis UU No. 27 Tahun 2008 tentang panasbumil dan sebagai
acuan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan pengusahaan panasbumi;

Menciptakan kepastian hukum dan iklimiinvestasi yang menarik pada pengembangan panashumi, dengan
secepatnya melengkapil perangkat regulasii dengan melibatkan stakeholder;

Menghoermati kentrak=kentrak yang berjalan sesuai dengan esensi  kontrak yang sudahi disepakaiis;
Sinkronisasii peraturan perundang-tundanganiyangl terkait dengani pengusaiiaan panaskhumi;
Pembagian kewenangan pengembangan panasbumil didasarkan atas; lokasi wilayah kerja panashumis;

Memberikan kewenangan yang lebil besar kepada daerah; untuk berperan dalam: pengembangan: panashumi
Setempat;

Pemerintah dapat melakukan kegiatan eksplorasi sampail dengan; penemuan perkiraan potensi;

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan; eleh pemenntah diarahkan untuk daerah-daerah terpencill ataulyang| tidak:
menarik bagil Investor;

Membuka peluang pola pengusahaan terintegrasi vertikal dari mulai eksploitasi uap, dan pembangkitan tenaga
listrik pada wilayah non-kompetisi dan off grid, sedangkan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi
diberikan kesempatan kepada daerah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2002;

Merumuskan dan menetapkan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang transparan, jelas dan menarik
bagi pengusahaan panasbumi.




3.2.1 Alur Preses Kegiatan Operasional dan Pengusahaan Panas
Bumi
Menurut UU 27/2003

PEMERINTAH/
PEMDA/ PEMERINTAH/  BADAN USAHA MILIK NEGARA,

SWASTA  BADAN USAHA  BUMD, SWASTA, KOPERAS|

»

LELANG WKP LELANG WKP

DATA DAN INFORMASI

LANGSUNG
PEMANFAATAN
POTENSI ENERGI SURVAI STUDI MINERAL
PANASBUMI
PANASBUMI ENDAHULUAN,/ EKSPLORASE - 2ie) avakan £ ERSPEOIASE) i iran OPTIMAL
LISTRIK

SDM, TEKNOLOGI, PERUNDANGAN

(IUP)

PENUGASAN J IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANASBUMI




-

!

\ 4

v—I/—

DATA & INFORMASI J_

PENGUMUMAN
PENAWARAN LELANG

\ 4

SURVEI/ EKSPLORASI
PENDAHULUAN

Y

MENJADI PESERTA LELANG

A

!

DATA & INFORMASI J_

L

STUDI KELAYAKAN
PENDAHULUAN

DOKUMEN LELANG

vr"_

PENGIRIMAN PENAWARAN
LELANG

UNDANGAN PELELANGAN

Keterangan:

Pemerintah Pusat atau
Daerah

Badan Usaha

A

MENERIMA IUP -
MENGAJUKAN IUPL /10

DOKUMEN PENAWARAN J_
LELANG

|

MENDAPATKAN IJIN PRINSIP
IUPL

DIBERIKAN PRIORITAS
MENDAPATKAN IUPL/10
KEPADA PEMEGANG IUP
TANPA MELALUI LELANG

EVALUASI PENAWARAN
DAN PENENUAN PEMENANG

EVALUASI DATA &
INFORMASI EKSPLORAS|
SEBELUMNYA

Y

MENGELUARKAN IUP
KEPADA PEMENANG

MELAKUKAN EKSPLOITASI

PENGEMBANGAN
PEMBANGKIT(EPC)

MENDAPATKAN NOMOR IUPL

31




-

SURVEI/ EKSPLORASI
PENDAHULUAN

}

DATA & INFORMASI J_

L

STUDI KELAYAKAN
PENDAHULUAN

A 4

\_d,—I—’—

DATA & INFORMASI J_

PENGUMUMAN
PENAWARAN LELANG

\4

MENJADI PESERTA LELANG

}

\_/T’_—

A

"~ DOKUMEN LELANG J_

PENGIRIMAN PENAWARAN
LELANG

UNDANGAN PELELANGAN

|

MENDAPATKAN IJIN PRINSIP
[UPL/JAMINAN
MEMPEROLEH [UPL TANPA

MEL.LELANG

Keterangan

Pemerintah Pusat atau
Daerah

Badan Usaha

MENERIMA [UP -

DOKUMEN PENAWARAN J_
LELANG

EVALUASI PENAWARAN
DAN PENENUAN PEMENANG

I

MENGELUARKAN IUP
KEPADA PEMENANG

MENGAJUKAN IUPL /10

EVALUASI EKSPLORASI

STUDI KELAYAKAN

MELAKUKAN EKSPLOITASI

SESUAI KRITERIA
PEROLEHAN IUP

MENGAWASI DAN MEMBINA
PEMEGANG IUP

PENGEMBANGAN
PEMBANGKIT(EPC)

MENDAPATKAN IUPL/IO

MELAKSANAKAN COMMISSIONING/

OPERASI KOMERSIAL

A\ 4

DIBERIKAN PRIORITAS
MENDAPATKAN IUPL/10
KEPADA PEMEGANG IUP
TANPA MELALUI LELANG

32




3.3. Langkah Kebijakan Pengembangan Sumiber Daya Manusia

Menjadikan lindenesia selagall center: oiiexcelence panasphumi difdunia

Menjadikan lembaga pendidikan tinggl sehagal sarana peningkatan
kompetensi SDMIpanashumi

Meningkatkam kompetensii SDMmelalul programi sertifikasik




3.4. Langkah Kebijakan Penelitian dan Pengembangan

Melakukan kegiatan penelitian untuk pemanfaatan energi panas bumi secara langsung
(direct use) untuk menunjang industri kecil dan pariwisata;

Melakukan kegiatan penelitian pemanfaatkan energi panas bumi untuk pembangkit
tenaga listrik sekala kecil (dibawah 10 Mw);

Melakukan kegiatan penelitian untuk mengurangi resiko eksplorasi;

Melakukan kegiatan penelitian untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi
selama mungkin;

I\/IeLakukan kegiatan penelitian untuk mengurangi endapan (sca/ing) pada sudu-sudu
turbin.

Melakukan kegiatan penelitian bekerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian
setempat untuk pemanfaatan langsung panas bumi dalam mendukung pengembangan
teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian di daerah panas bumi.

Membangun sarana dan prasarana serta promosi geowisata panas bumi yang dapat
dilakukan oleh pemerintah daerah.




4.1 Instrumen Legislasi Yang Sudah Ada

UUINo. 11 Trahun 1994 sehagaimana telah diubahimenjadi UU Ne: 18 Tahun 2000itentana| Pajak: Pertambanan: Nilai
Barang|daniJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, peraturan perpajakan (penenmaannegara)iterhadap
pengusahaan panas bumittidaklagrmengacu kepada Keppres 49 Tiahun 1991,

UUNe: 22 Tiahun 1999 tentang Pemerintahan: Daerah

UUNe: 25 Tiahun 2000/ tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

UU Ner 20 iahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

UU Ne:27 Tiahtni2003 tentang| Panas Bumi

KeppresiNe. 761 Tiahitn; 2000 tentangl Pengusahiaan Sumher Daya Panasi Bumi untuk-Pembangkitan lienagea Listrik;
KeppresiNe, 22 Tiahuni 1981 jorKeppres Ne: 45 dan 49 Tiahun 1991 yang hanya bedakutuntukpengusahaan dan
kontrak-kentrak panashumiyang sedang herjalan.

KeppresiNe. 15 iahun 2002 tentang Pencakutan Keppres Nei 89 Tiahun 1997 tentang
Penangguhan/PengkajiankemnalirProyek Pemerintah;, Badan Usaina Miliknegara, daniSwasta yang Berkaian dengan
Pemerintah/BadanUsahia Miliknegara.

PeraturaniPemerintahiNo: 1445ahun 20001 tentang JenisiBarang daniJasayang| tidak Dikenakan Pajak Pertamivahan
INilar(PPN)

PRPING. 31 Tiahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiiNegara
(Pertamina)imenjaaiiPerusanaanPerseroan (Persero)

Kepmen ESDM No: 667/11/MEM/2002 tentang| Penugasan kepada DIGSM dan DILRPE dalamiPengusahaan Sumber
Daya PanasiBumi untuk Pembangkitan Tienaga Listrik.




4.2. Instrumen Legislasi Yang Diperlukan

RPP tentang Pembinaan dan pengawasan pengusahaan Panas Bumi

Kewenangani dan tugas pemenntah;, propinsi dan kabupaten/keta

Penentuan unit teknis penanggung jawal; antara lain data dan infermasi

Ketentuan pembinaan dan pengawasan

> Pregram kerja dan ketuangan

Penyediaan; peralatan eksplorasi, eksploitasii dan pemaniiaatan pamnas; huni
Keselamatan kerja
Lingkungan hidup
Penyelesaian: perselisiian dalam pengusahaan

REPP tentang Ketentuan pemanfaatan langsung
RPP tentang pengusahiaan panashumi

Wilayahrkerja panas; humi
> Penetapan pembagian wilayah' kerja, termasuk koordinat batas wilayah
> Luas
> Pengembalianidan perubahanluas
Pela pengusahaan; pamnas bumi
> Ketentuan tetallproject (terintegrasi penyediaan uap: dam listrik)
> Ketentuan Pengusahaan Penyediaan; uap (tidak tetall project)
Ketentuan mengenail pelelangan dam perjinan
> Persyaratan pelelangan
> Ketentuan perijinan antara lain pembatalan, pencabutan ijin, jangka waktu, hak dan
kewajilban pemegangl ijin
> Kewenangan pemberian: ijin
Ketentuan mengenal kriteria insenti
Ketentuan mendapatkan kesempatan pertama IUPL




4.2. Instrumen Legislasi Yang Diperlukan (Lanjutan)

REP tentangl penerimaan negala bukan: pajak dari pamnas bumi
Ketentuan mengenar iuran tetap, iuran preduksiidan boenus.

Ketentuan mengenal pembagian penermaan negara bukan: pajak: antara pemerntah;
propinsi dan kabupaten/kotas

Rancangan Keppres: tentang ketentuan yane mengatur mengenal kentrak dan
PENgUSalaan panaskhumiyang sedang herjalan:

Pembinaan dan Pengawasan:
Ketentuan: Eiskal dan Kemersial.
Esensii pengusalhiaan dan: konirak:




Kelembagaan

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Ditjen DGSM

> Dit. Inventarisasi SDM

> Dit.Pembinaan Pengusahaan & Batubara

> Dit.Teknik Mineral
Ditjen LPE

> Dit.Pembinaan Program Ketenagalistrikan

> Dit.Pembinaan Pengusahaan Listrik

> Dit. Teknik Ketenagalistrikan

> Dit.Energil Baru  Terbarukan dan Konservasi Energi
Balitbang DESDM

» P3TEK
Badiklat

> Pusdiklat Energi dan Ketenagalistrikan

Lembaga Standarisasi/SertifikasiiNasional
BNSP
BSN
KAN
Asosiasil Profesi

Propinsi;
Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Panasbumii(Dinas/Subdinasiyang menangani
bidang energi)
BPN
Bappeda

; Biro Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota.
Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Panasbumi (Dinas/Subdinas yang menangani
bidang energi)
BPN
Bappeda
Biro Lingkungan Hidup




5.1. Kelembagaan Perizinan Usaha Panas Bumi

= Pemerintah

Menteri yang bertanggungjawab diftbidang panas
pUMmi

= Pemerintah Propinsi;

Dinas /Badan/Lembaga yang menanganilbidang
energl

Dinas,//Badan/lLembaga yang terkait

= Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dinas /Badan/Lembaga yang menanganilbidang
energil

Dinas /Badan/lLembaga yang terkait




5.2. Kelembagaan Pembinaan dan Pengawasan

5.2.1. Pembinaan dan Pengawasan untuk proyek pengusahaan yang sedang
berjalan:

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
Ditjen DGSM
> Dit. Inventarisasi SDM
Dit.Pembinaan'Pengusahaan & Batubara

> Dit.Teknik Mineral
Ditjen LPE

Dit.Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Dit:Pembinaan Pengusahaan Listrik

Dit. Tleknik Ketenagalistrikan

Dit.Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

>
>
>
>

PERTAMINA

Telah diserahkan kepadal Ditjen GSM dan Ditjen LPE sesuai batasan
kewenangannya sebagaimana diatur' Kepmen No.667 Tahun 2002




5.2. Kelembagaan Pembinaan dan Pengawasan (Lanjutan)

5.2.2. Pembinaan dan Pengawasan untuk proyek baru sesuai UU 27 Tahun 2003:
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
Ditjen DGSM
> Dit. Inventarisasi SDM
Dit.Pembinaan Pengusahaan & Batubara
> Dit. Teknik Mineral
Ditjen LPE
> Dit.Pembinaan Program Ketenagalistrikan
> Dit.Pembinaan Pengusahaan Listrik
> Dit. Teknik Ketenagalistrikan
> Dit.Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Propinsi;
Propinsi:
Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Panasbumi (Dinas/Subdinas yang
menangani bidang eneragyi)
BPN
Bappeda
Biro Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota.

Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Panasbumi (Dinas/Subdinas yang
menangani bidang energi)

BPN
Bappeda
Biro Lingkungan Hidup




5.3 . Pengembangan Sistem Kelembagaan

5.3.1. Penunjukan Badan Pembinaan; dan Pengawasan Pengusahaan Panasbumik
Untuk tingkat Departemen Energil dan Sumiber Daya Mineral;
Ditjen DGSM
>  Dit. Inventarisasii SDV
> Dit-Pembinaan Pengusahnaan & Batuhara
> Dit.Teknik Mineral

Propinss;
Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Pengusaihaan; Panashumi
(Dinas/Subdinas yang menangani-bidang enerar)

Kalbupaten/Kota.

Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan: Panashumi
(Dinas/Sulbdinas yang menangani bidang enerar)

Atau dibentuk: Badan Pembinaan damn Pengawasan; Pengusaiaan Pamnashumi
pada tingkat Pusat/Prepinsi/Kakbupaten/kota sesual dengan: kewenangamnnyea
Masine-masing.




5.4 . Pengembangan Sistem Kelembagaan (Lanjutan)

5.4.2. Pengembangan Lembaga Litbang, diklat, sertifikasi dan stake helder Pengusahaan Panashbumi:
Balitbang DESDM
P3TEK
Badiklat
Pusdikiat Energrdan Ketenagalistrikan
BATAN
Perguruan inggl Negri/Swasta Indonesia
Laboratenium, BadanUsaha yang telah/sedang diakreditasi panashumi

Lembaga Standarnisasi/Sertifikasi Nasional
BNSP
BSN
KAN

5.4.3. Peningkatan Peran; Stakeholders

Dalam upaya meningkatkan partisipasii seluruhi stakeholder; dikembangkan jejanng erganisasi
nen-Pemerintah disekior ketenaga listrikan, panasbumiidan energi lamnya untuk dapat berperan
serta dalam| pengembangan panasbumi. Jejarng| erganisasi seperti terlapir):

Asosiasii Profesi (Asosiasi Panasbumitindenesia, IATKIS IATMI; HAGH IAGI)
Viasyarakat Ketenagalistrikanlindenesia (IMIKI)

Masyarakat Energi Indenesia

Masyarakat Energi Terbarukanslindenesia

Forum Komunikasi Produsen Listrik Indonesia (FKPLI)

Forum; Kemunikasi Kensumen Listrik




6. Program Pengembangan Panas Bumi

6.1. Jangka pendek:
Pengelolaan existing contracts
Pengembangan rencana strategis pengembangan panas bumi

Sinkronisasi peraturan pelaksanaan Undang Undang No 27/2003 tentang Panas Bumi dengan
peraturan pelaksanaan Undang Undang No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan

6.2. Jangka menengah dan panjang:
Program legislasi pengusahaan panas bumi
Fasilitasi kebijakan harga energi
Sosialisasi program pengembangan panas bumi termasuk tarif dan insentif, khususnya ke daerah
Pemutakhiran rencana strategis pengembangan panas bumi
Pengembangan sistem data dan informasi panas bumi
Rencana pengembangan ristek dan SDM
Community Development




6.1.1. Pengelolaan Existing Contracts

Pembentukan Tim Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai fasilitator
penanganan permasalahan existing contracts pengusahaan panas bumi

Inventarisasi isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan existing contracts,
khususnya Pasal 41, 42, dan 43 Undang Undang No 27/2003 tentang Panas
Bumi

Pembahasan dengan para stakeholder mengenai penyelesaian permasalahan
yang terkait dengan pelaksanaan existing contract

Penyusunan draft aturan penegasan pelaksanaan existing contracts
Penerbitan aturan penegasan pelaksanaan existing contracts




6.1.2. Rencana Strategis Pengembangan Panasbumi

6.1.2.1. Pemanfaatan Tidak Langsung

Menyusun klasifikasi seluruh lapangan panas bumi menurut parameter tekno-ekonomi dan
kendala pengembangannya, antara lain

Kendala peraturan (tumpang tindih peruntukan lahan)
Keterbatasan lingkungan (taman konservasi nasional)

Keterbatasan daya dukung lingkungan setempat yang sesuai dengan pelaksanaan good
engineering practices

Menyusun target dan skala prioritas investasi pengembangan panas bumi dan langkah-
langkah yang harus dilakukan sesuai dengan hasil klasifikasi potensi panas bumi

Menetapkan rencana aksi pengembangan panas bumi yang mengarah kepada pencapaian
sasaran pengembangan panas bumi

Mencari kemudahan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk
mendistribusikan listrik yang dihasilkan dari panas bumi

Melakukan kajian dan merekomendasikan penerapan depletion premium, biaya lingkungan
dan lain-lain pajak polusi agar harga panas bumi menjadi kompetitif

Mengupayakan simplifikasi pola pengusahaan investasi panas bumi dari mulai eksplorasi
sampai dengan penjualan listriknya melalui paket yang masih selaras dengan peraturan
yang berlaku

Mengupayakan pemberian kebijakan paket insentif yang diperlukan untuk pengembangan
panas bumi

Mendorong ikut sertanya institusi keuangan internaional dalam mendukung energi yang
bersih untuk merangsang pertumbuhan industri panas bumi

Mengupayakan pelayanan perijinan pengusahaan panas bumi dalam satu atap

Melakukan Penelitian dan Penerapan perkembangan teknologi untuk eksplorasi, eksploitasi
dan prgdu[(si untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam pengembangan
panasbumi

6.1.2.2. Pemanfaatan Langsung
Peningkatan pemanfaatan langsung panas bumi untuk teknologi pertanian dan pariwisata;

IF’eningkatan kerjasama antara pemegang IUP/IUPL/IO agar dalam pemanfaatan langsung dapat dikembangkan lebih
uas;




6.1.3. Sinkronisasi Pelaksanaan Undang Undang No. 27/2003 tentang
Panas Bumi dengan Undang Undang lainnya yang terkait,
khususnya UU No 20/2002

Sinkronisasi penerapan Undang Undang No 27/2003 dengan Undang Undang No
20/2002 perlu dilakukan yang memungkinkan dilakukannya:

Pengutamaan pemanfaatan energi setempat dan energi terbarukan.

Pencantuman pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik dalam
RUKD dan RUKN, agar pemanfaatan panas bumi untuk listrik dapat berjalan
segera setelah eksplorasi berakhir.

Siknronisasi penerapan Undang Undang No 27/2003 dengan Undang Undang
Nomor 41/1999 untuk pengusahaan panas bumi di kawasan hutan.




6.2.1. PROGRAM LEGISLASI PENGUSAHAAN PANASBUMI

Dalam 2 tahun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 27 tahun 2003 tentang panas
bumi, RPP dan peraturan pelaksanaan lainnya sudah harus dapat diselesaikan dan harus
sinkron dengan peraturan pelaksanaan undang undang lainnya, khususnys Undang Undang
No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan:
« RPP tentang Pembinaan dan pengawasan pengusahaan panasbumi;
RPP tentang Pengusahaan panasbumi;

RPP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari panasbumi;

RPP tentang Ketentuan Pemanfaatan Langsung;

Rancangan Keppres tentang ketentuan yang mengatur mengenai kontrak dan
pengusahaan panasbumi yang sedang berjalan.




6.2.2. Program Fasilitasi Kebijakan Harga Energi

Melakukan kajian dan merekomendasikan berbagai insentif yang dapat meningkatkan
keekonomian panas bumi

Mengupayakan pemberian fasilitas kebijakan harga bagi energi yang akrab lingkungan;

Mengupayakan pemberian fasilitas kebijakan harga dalam upaya mengembangkan
panasbumi di daerah-daerah tertentu;

Mendukung upaya pemerintah untuk menghapuskan subsidi harga BBM dan tarif listrik

Mendorong diterapkannya tarif regional di wilayah-wilayah yang mempunyai potensi panas
bumi yang besar.




6.2.3. Sosialisasi Program Pengembangan Panas Bumi

Melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada berbagai pihak terkait dengan pengusahaan
panas bumi, khususnya kepada Pemerintah Daerah agar mempunyai kesamaan pandangan
dan gerak serta langkah dalam mengembangkan panas bumi.

Mendorong diterapkannya tarif regional di daerah-daerah yang mempunyai potensi panas
bumi; sehingga kebijakan-kebijakan insentif untuk meningkatkan keekonomian panas bumi
dapat diimplementasikan di wilayah-wilayah tersebut.

Mengupayakan agar Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan
penyederhanaan peraturan-peraturan dan perijinan yang dapat membantu meningkatkan
keekonomian dan kepastian proyek panas bumi.




6.2.4. Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Panas Bumi

Pemutakhiran rencana strategis pengembangan panas bumi harus dilakukan secara periodik
dengan menyesuaikan kondisi dan situasi pada saat itu.

Target, skala prioritas dan langkah—langkah yang harus dilaksanakan perlu selalu
dimutakhirkan.




6.2.5. Program Pengembangan Sistem Data dan Informasi

Melakukan pemetaan kebutuhan energi dan petensi panas bumi disetiap daerah;

Melakukan survey pendahuluan dan meningkatkan kegiatan eksplorasi oleh pemerintah untuk mendata
potensi dan penyiapan wilayah kerja panashumy.

Menyiapkan perangkat sistem infermasi manajemen panasbumitdi Indonesia yang terintegrasi antara
pusat dan daerah;

Menyiapkan pusatiinformasi panashumi di setiap daerah panasbumi;




6.2.6. Rencana Pengembangan Ristek & SDM

Menyiapkan roadmap ristek panasbumi untuk mendukung rencana
pemanfaatan sebesar 6000 MW pada tahun 2020.

Menyiapkan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan
kompetensi SDM yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan
panasbumi secara nasional.

Menyiapkan lembaga litbang dan prasarana laboratorium yang memiliki
akreditasi panasbumi secara internasional.




6.2.7. Community Development

Mengatur program Community Development yang mampu memberi
manfaat bagi masyarakat setempat tetapi mendukung pelaksanaan
pengembangan panasbumi dengan cara menetapkan batas nilai dan
mekanisme penyaluran dana Community Development.

Melegalisasi program Community Development dengan cara memasukan
dalam persyaratan perijinan.

Melakukan sosialisasi pentingnya program Comunity Development dalam
pengembangan panasbumi di Indonesia.

Meningkatkan peran serta masyarakat secara proporsional dalam
mendukung pengembangan panasbumi.

Menyiapkan suatu wadah penghargaan bagi pihak-pihak termasuk
organisasi kemasyarakatan dalam menggalang dan melaksanakan
Community Development.




6.2.8. Kemampuan Kelembagaan

Membentuk Lembaga di pusat dan daerah yang memiliki potensi panasbumi untuk
melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, perijinan, pelelangan; sesuai dengan batas
kewenangan masing-masing ;

Meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan kelembagaan dan Stakeholder ;
Memberdayakan lembaga asosiasi dan sertifikasi ;

Mengkaji pembentukan lembaga independen yang berfungsi dalam pembinaan dan
pengawasan, perijinan, dan pelelangan.




Lampiran - 1

POTENSI ENERGI PANAS BuUMI

SUMBERDAYA (MWe) CADANGAN (MWe) TERPASANG

SOl SPEKULATIF HIPOTETIS TERDUGA MUNGKIN TERBUKTI (MWe)
SUMATRA 5630 2433 5419 15 389 2
JAWA - BALI 2450 1591 3076 603 1837 785
NUSA TENGGARA 125 448 612 - 14

SULAWESI 950 125 663 110 65 20
MALUKU / IRIAN 325 117 142 - -

KALIMANTAN 50 - - - .

TOTAL 9530 4714 9912 728 2305 807




INSTANSI TERKAIT DALAM BISNIS el
GEOTHERMAL (EXISTING)

KEHUTANAN DEPARTEMEN ESDM KEMENTERIAN L H

DITJEN PERTAMINA DITIJEN LPE

DIT. PENGUSAHAAN DIT. TEKNIK
MINERAL DAN MINERAL
BATUBARA

DIT.INV.SDM

BADAN USAHA
(PERTAMINA,BUMNB
UMD, SWASTA,
KOPERASI PIUPL)

PIUPL, PT. PLN
(PERSERO)




INSTANSI TERKAIT DALAM BISNIS
GEOTHERMAL (BARU)

Lampiran - 3

KEHUTANAN DEPARTEMEN ESDM KEMENTERIAN L H

DITJEN PEMDA DITIJEN LPE

BAPEPTAL, PEMDA
ATAU
PEMERINTAH PUSAT

DIT. PENGUSAHAAN DIT. TEKNIK
MINERAL DAN MINERAL
BATUBARA

DIT.INV.SDM

»
BADAN USAHA
(PERTAMINA,BUMNB
UMD, SWASTA,
KOPERASI PIUPL)

PIUPL, PT. PLN
(PERSERO)




